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PUTUSAN
Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Bta
ZARE DY 2
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATURAJA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat
pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam
perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tj Karang, 29 Juni 1986, agama Islam,
pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD,
tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering
Ulu, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir T. Betung, 12 Oktober 1989, agama
Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan
SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Ogan
Komering Ulu, yang sekarang tidak diketahui
dengan jelas tempat tinggalnya baik di dalam
maupun di luar wilayah Republik Indonesia
(GHOIB), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
15 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja pada
tanggal 16 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Bta,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2007, Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan T.Betung Barat,
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sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX,
tertanggal 04 Juni 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah milik Pemohon di di JI| Rusman Effendi Bustan Lr 1 RT 03 RW 02
Kelurahan Tanjung Kemala Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan
Komering Ulu, sampai dengan bepisah. Dan sudah dikaruniai 1 orang anak:
0 Xxxxxxx, Tanjung Kemala, 10 Februari 2008, Usia 15 tahun; o Yang saat
ini tersebut ikut dengan Termohon ;
3. Bahwa sejak Oktober 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon mulai tidak harmonis sering perselisihan dan pertengkaran
disebabkan karena :
o0 Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon selaku kepala rumah
tangga;
o Termohon tidak terbuka masalah keuangan ;
o Termohon sering ketahuan chat dan telponan dengan laki-laki lain;
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada bulan
Maret 2019, pada saat itu, Pemohon pulang bekerja dan sesampainya di
rumah Pemohon melihat Termohon dan Anak Pemohon dengan Termohon
sudah tidak ada dirumah dan sampai dengan sekarang Termohon tidak
pernah kembali lagi;
5. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
berpisah tempat tinggal. Pemohon sekarang tinggal di rumah di rumah milik
Pemohon di di JI| Rusman Effendi Bustan Lr 1 RT 03 RW 02 Kelurahan
Tanjung Kemala Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering
Ulu, Sedangkan Termohon sekarang tidak diketahui keberadaannya
diseluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, hingga sekarang
telah berjalan selama kurang lebih 4 tahun 3 bulan dan sejak saat itu
sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak saling
pedulikan lagi layaknya suami isteri;
6. Bahwa, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang
tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon tidak pernah
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pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang
jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon
untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baturaja kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis
Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan
Agama Baturaja setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono) ;

Bahwa terhadap surat permohonannya tersebut, Pemohon telah
melampirkan Surat Keterangan Ghoib Nomor 141/220/SK/TK/2023 tanggal 12
Juni 2023 atas nama Termohon, dari Lurah tempat tinggal Termohon terdahulu;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di
persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak
disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka
proses mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Hakim telah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan
Termohon, dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar tetap bersabar
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dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi
usaha Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan,
dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada tambahan
dan perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Teluk Betung Barat Kota Bandar

Lampung Provinsi Lampung, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 04 Juni 2007.

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.)

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Xxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu

dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di
rumah milik nenek Pemohon hingga berpisah;

- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 1
orang yang sekarang dalam asuhan Termohon;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya
berjalan baik dan rukun namun kemudian rumah tangga mereka tidak
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan
Termohon adalah faktor Termohon pergi bersama anaknya tanpa pamit
dengan Pemohon selaku kepala rumah tangga dan Termohon tidak
pernah kembali lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan
Termohon bertengkar setahu saksi Termohon pergi dari rumah;
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- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih
kurang selama 4 tahun 3 bulan;

- Bahwa setahu saksi yang pergi lebih dahulu dari rumah kediaman
bersama adalah Termohon dan sekarang sudah tidak diketahui lagi
keberadaannya;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon akan
tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul dan
berkomunikasi kembali seperti layaknya suami istri;

- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak
berhasil;

Saksi 2, Xxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu, di

bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa saksi adalah ketua RT Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon dan belum
pernah bercerai;

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di
rumah milik Pemohon hingga berpisah;

- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 1
orang yang sekarang dalam asuhan Termohon;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya
berjalan baik dan rukun namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan
Termohon adalah Termohon telah pergi membawa anaknya sewaktu
Pemohon sedang bekerja;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan
Termohon bertengkar setahu saksi Termohon pergi dari rumah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih
kurang selama 4 tahun 3 bulan;
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- Bahwa yang pergi lebih dahulu dari rumah kediaman bersama adalah

Termohon dan sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon akan
tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul dan
berkomunikasi kembali seperti layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak
berhasil;
Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima
dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon perkara
ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai talak) antara orang-orang
yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kompetensi absolut
Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bahwa
dahulu Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Baturaja timur Kabupaten
Ogan Komering Ulu, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama
Baturaja, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-
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Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Baturaja berwenang secara
relatif memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah
yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan T. Betung Barat
Kota Bandar Lampung maka telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) dan
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon
memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Pemohon mengajukan
permohonan izin menjatuhkan talak dengan alasan yang dibenarkan oleh
Undang-Undang, maka Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan
hukum (legitima persona standi in judicio) untuk mengajukan permohonan
menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Ghoib Nomor
141/20/220/SK/TK/2023 tanggal 12 Juni 2023 atas nama Termohon dari Kepala
Desa/Lurah tempat tinggal Termohon terdahulu, sedangkan panggilan-
panggilan ataupun pemberitahuan-pemberitahuan [exploit] terhadap pihak
Termohon itu telah disampaikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 718 ayat (3) R.Bg, maka
Termohon harus dinyatakan goib, dan panggilan atau pemberitahuan tersebut
harus dinyatakan telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang
sah tersebut, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan sebagaimana
ketentuan Pasal 149 RBg pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan diputus
dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka setiap kali persidangan
Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati
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Pemohon agar bersabar menghadapi sikap dan perilaku Termohon untuk hidup
rukun kembali dalam membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil,
sedangkan usaha damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir
menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan
bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan
harmonis namun kemudian tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, yang disebabkan Termohon tidak taat dan patuh kepada
Pemohon selaku kepala rumah tangga, Termohon tidak terbuka masalah
keuangan, Termohon sering ketahuan chat dan telponan dengan laki-laki lain,
sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon
berujung pada pisah rumah sampai sekarang telah berjalan lebih kurang
selama 4 tahun 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan tersebut Termohon
tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap
di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka
Termohon gugur hak jawabnya, serta Hakim sependapat dengan doktrin ulama
Islam dan mengambil alih sebagai sebagai pendapat Hakim, dalam Kitab

Ahkamul Qur’an, Juz 2, halaman 45:
> Y pllb 589 wms pld pralall oS5 o @S> Wl (185 o
oJ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan
sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka
dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan doktrin ulama Islam
dalam Kitab Al-Anwar Juz Il, Halaman 149 yang kemudian diambil alih sebagai
pendapat Hakim, yang berbunyi:

ainlly sell glow > 0 imis anylei o, laxl Lawi 0ls
ade oSalg
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Artinya : Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau
enggan, maka Hakim memeriksa Permohonan dan bukti-bukti yang
diajukan, kemudian memutusnya.

Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuah
abstraksi hukum bahwa Termohon yang tidak hadir dalam persidangan telah
menghilangkan hak-haknya sehingga terhadap Permohonan Pemohon dapat
diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon, dalam hal ini guna kehati-
hatian Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atau tidak
melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkara ini
merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (lex
specialis derogat legi generalis);

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai
antara Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata,
maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara Pemohon
(isteri) dan Termohon (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri
sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun
2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonan Pemohon,
terhadap hal mana Termohon telah mengajukan bukti (P), terhadap bukti (P)
tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memuat tanggal,
bulan dan tahun pembuatan serta telah ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang, maka ia telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) telah dimeterai cukup, telah
dinezegelen, berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-
undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, Pemohon telah memenuhi
kewajibannya membayar pajak kepada negara atas bukti (P) dan terhadap bukti
(P) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengannya bukti (P)
berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut
dapat dipercaya dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
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Menimbang, bahwa isi dari bukti (P) dibuat untuk membuktikan suatu
perbuatan hukum yang mana memiliki hubungan erat dengan pokok perkara ini
yaitu untuk membuktikan antara Pemohon dengan Termohon terikat
perkawinan yang sah, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat meteril alat
bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan
mengikat (bindende), sehingga terbukti antara Pemohon dengan Termohon
terikat perkawinan yang sabh;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti (P) juga
menghadirkan saksi-saksi, terhadap saksi Pemohon tersebut telah disumpah
menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar
keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang
terdekat Pemohon. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi
syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan,
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua
saksi Pemohon tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan
berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan
cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi
tersebut relevan dengan dalil-dalii permohonan Pemohon serta saling
bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan
dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat
dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya,
Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang
sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun

kemudian tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
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3. Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah faktor
Termohon pergi bersama anaknya tanpa pamit dengan Pemohon selaku
kepala rumah tangga dan Termohon tidak pernah kembali lagi;
4. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih
kurang selama 4 tahun 3 bulan lamanya, dan tidak pernah tinggal bersama
lagi, dan tidak saling memperdulikan;
5. Bahwa, Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak
sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Alqur'an surat
Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
tahun 2019 tentang perubahan atas Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
jo. Pasal 33 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan
suami-isteri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga sakinah,
mawaddah dan rahmah yang dilandasi perasaan saling mencintai, saling
menghormati, setia memberikan bantuan lahir bathin antara satu dengan
lainnya, dan berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon
mengindikasikan bahwa rumah tangga sudah pecah (broken down marriage)
dan hati mereka tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan
perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut justru akan menimbulkan
kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi
jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;
Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT
dalam Al-Qur'an Surat Al-Bagoroh ayat 227 yang berbunyi;
prle grow alll o6 GMall lgo e g
Artinya : “Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT
Maha mendengar Dan Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang
sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi
dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud,
maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di
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atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah
pihak, sesuai dengan Qaidah-gaidah Ushul Figih berikut yang diambil alih

sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Hakim, yang berbunyi :
:JL..A.AM »-Il; ‘_A.r_ ,:..S.A 2uliall & -

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik
(mempertahankan) kebaikan;

Lagall Q&L 1) i Lagidae ) e )y (faluin (pa7)lad 1)

Artinya :“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang
lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan

mudaratnya’;
Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu
rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta
mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadah yang
lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang
salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat
dipertimbangkan untuk dikabulkan;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
tahun 2019 tentang perubahan atas Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang
perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis
Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf
(b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk
bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada
Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang
Pengadilan Agama Baturaja;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon
dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 (3) Undang-Undang Nomor
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7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, maka Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar
talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum
yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak
satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan
Agama Baturaja;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama
Baturaja pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan
tanggal 04 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh H. TAMIM, S.H. sebagai Hakim
Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh FAHRIZAL,
S.H.l. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa

hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,
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H. TAMIM, S.H.
Panitera Pengganti,

FAHRIZAL, S.H.l.

Perincian biaya:

1 PNBP
a. Pendaftaran " Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon : Rp 10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon : Rp 10.000,00
d. Redaksi : Rp 10.000,00
2 Biaya Proses " Rp 80.000,00
3 Biaya Panggilan . Rp 325.000,00
4 Materai - Rp 10.000,00
Jumlah " Rp 475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
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